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1. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan di sektor informal secara normatif telah tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Namun, ketentuan hukum tersebut pada umumnya lebih banyak menyasar pekerja di sektor formal dan belum secara eksplisit memberikan perhatian terhadap pekerja perempuan di sektor informal. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak memperoleh jaminan hukum atas hak-hak dasar seperti upah minimum, jaminan sosial, perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, serta kondisi kerja yang layak.
2. Dalam implementasinya, terdapat berbagai kendala yang menghambat perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di sektor informal. Kendala tersebut meliputi belum adanya pengakuan resmi terhadap status hubungan kerja, kurangnya data dan pendataan oleh pemerintah, minimnya pengawasan dari lembaga ketenagakerjaan, serta rendahnya tingkat pengetahuan hukum dari para pekerja itu sendiri. Selain itu, norma sosial dan budaya yang patriarkis juga turut memperkuat ketimpangan gender, yang menyebabkan hak-hak pekerja perempuan semakin terabaikan.
3. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah strategis yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuatan regulasi khusus yang fokus pada sektor informal dan pekerja perempuan, peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menyusun program-program pemberdayaan. Solusi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya perlindungan hukum yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan gender.
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1. Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga terkait, perlu menyusun regulasi atau kebijakan khusus yang mengatur secara tegas perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan di sektor informal. Kebijakan ini harus mencakup aspek perlindungan hak-hak dasar, seperti jaminan sosial, keamanan kerja, jam kerja yang wajar, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi berbasis gender.
2. Perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum bagi pekerja perempuan di sektor informal melalui program sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan hukum yang berkelanjutan. Program ini dapat melibatkan LSM, komunitas lokal, serta media sebagai sarana untuk memperluas akses informasi hukum dan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi kelompok rentan.
3. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan program pemberdayaan yang tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga legal dan sosial. Program tersebut bisa berupa pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, pendampingan hukum, serta dukungan psikososial yang mampu memperkuat posisi tawar pekerja perempuan dalam sektor informal, sekaligus membangun lingkungan kerja yang lebih aman dan manusiawi.
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